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TENTANG

KOMITE PENGARAH PROVINST /PROWNCIAL STEER//VG COMMrcTEE)
PADA KEGIATAN RURAL EMrcWERMENT AND AGRICULTURAL DEVELOPMENT

Menimbang

scALrNG-W rNrTrATrW (READ-Sr)

GT'BERIYI'R IYUSA TEIYGGARA TIIf,T'R,

: a. bahwa dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan
petani melalui kegiatan pemberdayaan dan
pemanfaatan sumber daya pedesaan guna
meningkatlan pendapatan dari sektor pertanian dan
non pertanian secara berkelanjutan maka dilaksanakan
kegiatan Rural Empowerment and Agrianltural
Development *nting-Up Initiative (READ-SII di 6 Provinsi
dan 18 Kabupaten sasaran di Indonesia dari Tahun
2Ol8 hingga 2O22;

b. bahwa program Rural Empouerment and Agrianltural
Deuelopment Smling-Up Initiqtiue (READ-SI) adalah
kegiatan pemberdaya€rn rumah tangga pedesaan di
Provinsi Sulawesi, Provinsi Kalimantan Barat dan
Provinsi Nusa Tenggara Timur, baik secara individu
maupun secara kelompok, dengan mengembangkan
keterampilan, membangun rasa percaya diri dan
pemanfaatan sumberdaya untuk meningkatkan
pendapatan dari sektor pertanian dan non pertanian
serta meningkatkan taraf hidup secara berkelanjutan;

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatar: READ-SI
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk
Komite Pengarah Provinsi (Provincial Steering
Committee);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan Gubernur tentang Komite
Pengarah Provinsi (hovincial Steering Committee) pada
Kegiatan R.tral Empouerment And Agianlfiral
Deuelopm.ent Scaling -Up Initiatiue (READ- SI) ;

: 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
rc+e\ Ql

Mengingat



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2O15 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol5 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2OO5 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 140, Tambahan
Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Surat Plt. Kepala Badan Penyuluhan dan
Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian

Steeing Committeel pada
Agrianlntral Deuelopment

3.

ilenperhatilan: 1.

ilenetapkalr:

IIESA'TU :

KEDUA

IIETICA

KEEilPAT :

Kementerian Pertanian Nomor
1351/Rc.1Ol/I/O2/2O17 Tanggal 22 Februan 2Ot7
Perihal Pernyataan Minat Mengikuti Proyek Rural
Empowerment and Agianlhral Deuelopment Scaling-Up
Initiatiue fRD{DSI}

2. Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor :

8u.124.3/23/Bappda/2o77 Tanggal 2t Apnl 2Ot7
Perihal Pernyataan Minat Mengikuti Proyek Rrzral
Empouerment and Agricultral Deuelopment-scaling-Up
Intiatiue fREAISI)

TETUTUSKA,I|:

Komite Pengarah Provinsi (Provincial
Kegiatan Rural Bmpouerment And
Scaling-Up Initiatiue (READ- SI).

Komite Pengarah Provinsi sebagaimana dimaksud Diktum
KESATU mempunyai tugas dan tanggungiawab adalah sebagai
berikut :

a. memberikan arahan dan pertimbangan kepada Sekretaris
Daerah yang berkaitan dengan koordinasi pelaksanaan program
ditingkat provinsi;

b.menyusun bahan untuk pemmusan kebijakan yang terkait
dengan masyarakat tani miskin pedesaan dan saran pemecahan
masalah-masalah dalam penyelenggarakan program READ-SI;
dan

c. melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan program
diwilayah Provinsi yang menjadi program READ-SL

Susunan Komite Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam l,ampiran
Keputusan ini.

Masa Keqja dari Komite Pengarah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU addah selama 5 (lima) tahun.

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Pengarah sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungiawab kepada
Gubernur Nusa Tenggara Timvr. &

KTLIUA



KETNAM

KBTUJT'H :

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pertanian
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

20ra
Ditetapkan di Kupang
pada tanggal a6 qWneee

&^.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,A

Tembusan:
1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai l,aporan);
2. Wakil Gubemur Nusa Tenggara Tinur di Kupa.ng (sebagai laporan);
3. Kepala Bappeda Provinsi Nfi di Kupang;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT di Kupang;
6. Kep)a Dinas Kesehatan Provinsi NTI di Kupang;
7. Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepata Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTT di Kupang
1O. Kepala Badan Pendapat€n, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah hovinsi NTT di Kupang;
11. Anggota Komite masing-masing di Temnat. .\

S DAERAH,

NIP. 19620524 198903 1014



LIIMPIRAIT : IIEPIITUSAI| GITBERNITR MSA TEI|(X}ARA TIUITR
NOUOR :S;N/KEP/HK/2Or8
TANG'GAL .N qeft@2018

KOMITE PENGARAH PROVINSI (PROWNCIAL STEERflVG COMMITTEE)
PADA KEGIATAN RURII' BMrcWERMENT AND AGRICULTURAL DEWLOPMBNT

SCALIN G-UP INITIATNE (READ-SI)

NO XA}IAlJABATAN
I{EI'T'DI'XA.!T

DAL,Ail
KO}IITE

RIITCIAN TUGAS

I Kepala Badan
Perencanaan
Pembangunan Daerah
Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Ketua Memberikan arahan secara
umum berkaitan dengan strategi
yang diperlukan oleh masyarakat
pedesaan untuk keselarasan dan
sinergitas prograrn READ-SI
dengan Daerah.

2 Kepala Dinas
Pertanian Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Sekretaris Memberikan arahan dan
masukan kepada PPSU yang
berkaitan dengan strategi dan
program pertanian Yang
diperlukan oleh masyarakat
pedesaan untuk keselarasan dan
sinergitas program READ-SI
dengan Daerah.

.J Kepala Dinas
Pekedaan Umum dan
Penataan Ruang
Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Anggota Memberikan arahan dan
masukan kepada PPSU yang
berkaitan dengan ranczurgzrn
teknis pekerjaan infrastruktur
sederhana yang diusulkan oleh
masyarakat.

4 Kepa-la Badan
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa
Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Anggota Memberikan arahan untuk
keselarasan dan sinergitas
program READ-SI dengan Daerah.

5 Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Anggota Memberikan arahan terkait
program perbaikan gtzi
masyarakat untuk kesehatan dan
sinergitas program READ-SI
dengan Daerah.

6 Kepda Dinas
Perindustrian Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Anggota Memberikan e.rjahan terkait
Industri Rumah Tangga
Masyarakat dan Pemasaran
untuk keselarasan dan sirrergitas
prograrn REIID-Sf dengan Daerah.

7 Kepala Dinas
Perdagangan Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Anggota Memberikan arahan berkaitan
dengan hasil industri olahan
untuk keselarasan dan sinergitas
program REA.DSI dengan Daerah

8 Kepala Dinas Koperasi
dan UKM Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Anggota Memberikan arahan terkait
pengembangan usaha tani dan
pemasaran untuk keselarasan
dan sinergi akan memberikan
arahan pengembangan usahatani
dan pemasaran untuk
keselarasan dan sinergitas
program READ-SI dengan Daerah.

ry



9 Kepala Badan
Pendapatan, Pengelola
Keuangan dan Aset
Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

Anggota Memberikan arahan berkaitan
dengan administrasi keuangan
dan pemanfaatannYa dalan
mekanisme on granting.

10 Kepala Bidang
Perencanaan Makro,
Pembiayaan dan
Kerjasama wilaYah
pada Bappeda Provinsi
Nusa Tenggara Timur

Anggota Membantu dalam Perencanaan
program, kegiatan dan
pengalokasian anggaran
khususnya dalam mekanisme on
granting untuk keselarasan dan
sinergitas Program REA-D'SI

dengan Daerah.

Qa.n.cUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,g
S DAERAH,

NIP. 19620524 198903 1014


